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Berdasarkan data pemilu tahun 2019 terjadi 267 kasus pelanggaran di provinsi 

Lampung, politik uang menjadi pelanggaran yang berpotensi akan terjadi lagi Pada 

pemilu 2024. menjadi tantangan dan ancaman serius bagi Bawaslu Provinsi 

Lampung dalam penyelanggaran pemilihan umum pada 2024 yang akan datang. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi Badan Pengawas Pemilihan 

Umum Provinsi Lampung dalam pencegahan pelanggaran politik uang pada pemilu 

2024. penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu wawancara 

dengan pihak Bawaslu, Komisi Pemilihan Umum, dan Partai Politik di Provinsi 

Lampung dan studi dokumentasi yang terkait dengan penelitian. Dalam penelitian 

ini menggunakan teori manajemen strategi yang dikemukakan oleh Fred R. David 

(2010) sebagai pisau analisis dalam upaya pencegahan pelanggaran politik uang. 

Manajemen strategi menurut Fred R. David (2010) meliputi yaitu perumusan 

strategi, implementasi strategi dan evaluasi strategi. Hasil dari penelitian yang telah 

dilakukan yaitu dalam perumusan strategi Bawaslu Provinsi Lampung memiliki 

ancaman yaitu indeks kerawanan pemilu 2024 berdasarkan hasil identifikasi data 

yang tinggi di provinsi lampung, selain itu hambatan yang dihadapi kurangnya 

sumber daya manusia untuk melakukan pengawasan dalam hal mencegah 

pelanggaran politik uang, Bawaslu Provinsi Lampung melakukan beberapa upaya 

yaitu melakukan kerja sama dengan lembaga eksternal diantaranya KPID, Komisi 

Informasi dan PPATK untuk melakukan pencegahan pelanggaran politik uang, 

membentuk sekolah kader dan forum diskusi serta melakukan sosialiasi 

pengawasan partisipatif melibatkan masyarakat dengan tujuan mendapatkan 

edukasi tentang kepemiluan khususnya pelanggaran politik uang . Evaluasi strategi 

pencegahan pelanggaran Politik uang yang telah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi 

Lampung dinilai dan diharapkan mampu untuk meminimalisir pelanggaran Politik 

uang Pemilu tahun 2024. 
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Based on election data for 2019, there were 267 cases of violations in Lampung 

province. Money politics is a violation that has the potential to occur again. This 

study aims to determine the strategy of the General Election Supervisory Board for 

Lampung Province in preventing money politics violations in the 2024 election. 

This research uses a descriptive method with a qualitative approach. The data 

collection techniques used in this study were interviews with Bawaslu, the General 

Election Commission, and political parties in Lampung Province and 

documentation studies related to the research. In this study, the strategic 

management theory proposed by Fred R. David (2010) is used as an analytical tool 

in efforts to prevent money politics violations. According to Fred R. David (2010), 

strategic management includes strategy formulation, strategy implementation and 

strategy evaluation. The results of the research that has been carried out, namely in 

the formulation of the Lampung Province Bawaslu strategy has a threat, namely 

the 2024 election vulnerability index based on the results of high data identification 

in Lampung province, besides that the obstacles faced are the lack of human 

resources to carry out supervision in terms of preventing money politics violations, 

Bawaslu Lampung Province made several efforts, namely collaborating with 

external agencies including KPID, Information Commission and PPATK to 

prevent money politics violations, forming cadre schools and discussion forums 

and conducting participatory supervision socialization involving the community 

with the aim of getting education about elections, especially money politics 

violations. Evaluation of the strategy for preventing money politics violations that 

have been carried out by the Lampung Province Bawaslu is assessed and is 

expected to be able to minimize money politics violations in the 2024 election. 
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